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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di segala bidang harus senantiasa makin diwujudkan, 

dan salah satunya adalah pembangunan dalam'bidang hukum. Proses pembangunan 

sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya, Pembangunan supaya 

menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung 

kepada manusia dan struktur sosialnya.

Sasaran pembangunan dalam bidang hukum terbentuk dan berfungsinya 

sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, untuk itu, maka perencanaan hukum merupakan sebagian penting dari

proses pembangunan materi hukum harus diselenggarakan secara terpadu dan

meliputi semua bidang pembangunan agar produk hukum yang dihasilkan dapat

memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala

aspeknya.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian adalah bidang 

hukum waris di Indonesia yang dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem 

hukum kewarisan yang berlaku. Adapun sistem hukum kewarisan yang berlaku 

tersebut adalah :

* Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopa Didyaya. A. R, Teori Pembangunan Nasional, 
Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 1
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1) Sistem hukum kewarisan Perdata Barat,yang tertuang dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata;

2) Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya 

dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat 

dan;

3) Sistem hukum kewarisan Islam.2)

Apabila kita perhatikan seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di 

samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum 

kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan 

mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

Hukum perkawinan dan kewarisan yang menentukan dan mencerminkan

sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, hukum

kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa 

setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam 

hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.3^

Selanjutnya dengan peristiwa hukum itu akan menimbulkan pula akibat 

hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban seseorang sebagai karena meninggal tersebut. Hukum kewarisan dapat 

dikatakan sebagai Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana

2) Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, 
Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2

3) lbid., Hlm. 3
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caranya mengurus hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli 

waris atau hukum lainnya.4*

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pewarisan timbul 

karena adanya peristiwa kematian, dan peristiwa tersebut teijadi pada seseorang 

keluarga seperti ayah, ibu ataupun anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki 

harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan adalah peristiwa kematian 

tersebut dan juga harta kekayaan yang ditinggalkan. Ini berarti berhubungan dengan 

siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkannya, ataupun siapa yang 

wajib menanggung dan membereskan hutang-hutangnya, jika ia meninggalkan hutang 

yang menjadi kewajibannya.

Merujuk uraian di atas dengan demikian jelaslah waris itu disatu sisi berakar

pada hukum keluarga dan dilain sisi berakar pada harta kekayaan yang ditinggalkan

oleh almarhum. Berakar pada ahli warisnya dan berakar pada harta kekayaan karena

menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam 

pengertian waris tersimpul subyek waris. Peristiwa hukum waris yaitu peralihan hak 

dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sedangkan obyek yaitu harta kekayaan 

waris peninggalan almarhum.5*

Jika dirumuskan, maka hukum waris adalah segala peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana peralihan harta warisan dari pewaris karena kematian ah J i waris

4)rbid., hlm.4
Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung 1990,3)

hlm. 267
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orang yang ditunjuk. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui unsur-unsur 

yang terdapat dalam pengertian hukum waris sebagai berikut:

1) Subyek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris,dan orang yang ditunjuk 

berdasarkan wasiat;

2) Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris;

3) Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris;

4) Obyek hukum waris yaitu harta waris peninggalan almarhum.6)

Memperhatikan pendapat di atas berarti pewaris atau peninggal waris adalah

orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang 

masih hidup.Dengan demikian berarti unsur yang penting ialah harta kekayaan dan 

unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsur orang yang meninggal tidak perlu 

dipersoalkan sebab musababnya. Menurut Gregor van der Burght, para ahli waris 

( ergenamen atau erven ) di sini, adalah mereka yang menempati kedudukan hukum 

harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya mau pun untuk bagian yang

atau

seimbang.

Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau bagian yang seimbang 

tersebut, menjadikan ereka penerima-penerima dengan alas hak umum ( verkrijgers 

onder algemene titel ).7) Kedudukan istimewa yang memberikan hak mendahulu atas 

warisan ini, dimiliki oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, yang merupakan ahli

6) Ibid., hlm. 268
7} Gregor van der Burght,Hukum Waris Buku Kesatu, ( Terjemahkan oleh F.Tengker ), Citra 

Aditya Bakti,Bandung, 1995, hlm. 1
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waris karena kematian. Hak mereka dikenal dengan nama bagian mutlak ( legitime, 

legitieme portie, atau wettelijk erfdeel ), bagian warisan menurut undang- 

undang.Istilah “sterfhuis” ( rumah atau tempat pewaris meninggal dunia ) diberi arti 

tempat kediaman terakhir sang pewaris.

Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan 

hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris, dalam kaitan ini, undang- 

undang tidak memegang teguh prinsip terminologi yang mumi dan baku, dan juga 

tidak selalu memakai peristilahan yang mumi.

Sehubungan dengan waris tersebut seringkah menimbulkan masalah, seperti 

pembagian waris ada kemungkinan terjadi penolakan penerimaan waris, juga

mengenai orang yang berhak dan juga tidak berhak untuk menerima waris dari

pewaris, dan permasalahan ini seringkah terjadi baik dalam praktek maupun dalam

teori.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengkajinya dalam suatu karya ilmiah 

yang berbentuk skripsi berjudul : Penolakan Warisan Dan Akibat Hukumnya 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan ahli waris menolak warisan ?

2. Bagaimana cara melakukan penolakan warisan ?
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3. Apakah akibat hukum dari penolakan warisan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ahli waris 

menolak warisan dan untuk mengetahui cara-cara melakukan penolakan warisan 

serta untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan warisan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermaanfaat sebagai bahan tambahan informasi 

terhadap Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para

praktisi dalam menyelesaikan masalah warisan khususnya penolakan warisan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terutama dititikberatkan kepada pembahasan

mengenai penyebab ahli waris menolak warisan dan cara-cara melakukan

penolakan warisan serta akibat hukum dari penolakan warisan tersebut.

F. Metode Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan 

merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris (menjelaskan 

aturan).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang
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berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-undangan dan bahan

hukum sekunder yang berupa buku-buku.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara

mengumpulkan data, baik literature yang berwujud peraturan perundang-

undangan dan buku-buku yang hubungannya dengan pokok bahasan untuk

dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

Analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan metode yang sedemikian

ini penulis akan menguraikan secara deskriflif dianalisis pengertian-pengertian

yang terkandung di dalamnya yang kemudian diakhiri dengan penarikan

kesimpulan.
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